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PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka menuju tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari

benturan kepentingan,;

b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai
benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang
beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai,
sehingga perlu disusun pedoman benturan

kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman
Benturan Kepentingan  di Lingkungan  Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha
Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3021);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10
Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan
Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
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Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh
atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2013
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 65);

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 332);

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-1446/K/SU/2008
tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

Peraturan Kepala BPKP Nomor 32 Tahun 2013
tentang  Sistem Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1299);
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14. Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013
tentang Sistem  Pengendalian  Gratifikasi  di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga
memiliki pengaruh kepentingan pribadi/ golongan/pihak lain terhadap
kualitas keputusan dan/ atau tindakan pegawai sesuai dengan
kewenangannya.

2. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai
suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan
afiliasinyaZhubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai,
pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan
pihak lain.

3. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang
pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah,

hubungan perkawinan maupun hubungan
pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi
keputusannya.

4. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum
antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan

orang lain, masyarakat dan atau negara. 5. Kolusi...

6. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum
yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya
di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2014, No.312

7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan
fasilitas lainnya.

8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS), dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara
administratif berada di lingkungan BPKP.

Pasal 2

(1) Pedoman Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan
bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan
kepentingan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Pasal 3

Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Setiap pegawai harus menaati Pedoman Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan
kepentingan harus melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada
atasan langsung.

(2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan
Kepala ini, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan
unit kerja.

Pasal 6
Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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